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ABSTRAK
Nama: Leni Suciatun Soleha, NPM: 2120600015, Judul: Efektifitas Affirmative Action Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Brebes. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing 1: Unggul Sugi Harto, M.Si dan Pembimbing II: Agus Setio Widodo, M,Si.
Rendahnya angka keterpilihan perempuan pada pemilu legislatif menjadikan terciptanya undang-undang pemilu yang ditujukan agar menjamin keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif yang mengatur terkait minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon yang diajukan oleh partai dan penerapan zipper system. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efektifitas affirmative action dalam menjamin keterwakilan perempuan pada pemilu legislative 2019 di Kabupaten Brebes. Tipe penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dengan menggunakan teori kuota menurut Drude Dahlerup dalam (Karam, 2005) dan Mona lena krook dalam (Gray, 2010) terkait kuota affirmative action dalam menjamin keterwakilan perempuan yakni dengan legislative quote/ kuota legislatif, Serta penggunaan teori zipper system menurut (Freidenvall, 2013, 1-2 dalam Nuraeni Putri et al., 2020). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kuota legislatif terkait minimal 30% keterwakilan perempuan dalam menjamin keterwakilan perempuan hanya dapat meningkatkan pada tahap pencalonan, sedangkan pada hasil perolehan suara keterwakilan perempuan masih tergolong rendah. Penerapan zipper system juga menjadi cara yang dapat efektif dalam menjamin keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Brebes, dilihat dari 8 caleg perempuan terpilih memiliki nomor urut kecil yaitu 1, 2, dan 3.

Kata kunci: Efektivitas, Affirmative action, Keterwakilan perempuan

ABSTRAC

Name: Leni Suciatun Soleha, NPM: 2120600015, Title: Effectiveness of Affirmative Action in Guaranteeing Women's Representation in the 2019 Legislative Election in Brebes Regency. Thesis, Government Science, Pancasakti University, Tegal. Supervisor 1: Unggul Sugi Harto, M.Si and Supervisor II: Agus Setio Widodo, M,Si.
The low rate of women's electability in legislative elections has led to the creation of election laws aimed at guaranteeing women's representation in legislative institutions which regulate the minimum 30% representation of women in the list of candidates proposed by parties and the implementation of the zipper system. This research is aimed at finding out the effectiveness of affirmative action in ensuring women's representation in the 2019 legislative elections in Brebes Regency. This type of research is qualitative research, using quota theory according to Drude Dahlerup in (Karam, 2005) and Mona Lena Krook in (Gray, 2010) regarding affirmative action quotas in ensuring women's representation, namely with legislative quotes/legislative quotas, as well as the use of zipper theory. system according to (Freidenvall, 2013, 1-2 in Nuraeni Putri et al., 2020). Based on the research results, it can be concluded that the legislative quota related to a minimum of 30% women's representation in ensuring women's representation can only be increased at the nomination stage, while the results of the votes obtained by women's representation are still relatively low. The implementation of the zipper system is also an effective way to guarantee women's representation in the 2019 legislative elections in Brebes Regency, seen from the 8 elected female legislative candidates who have small serial numbers, namely 1, 2 and 3.


Key word: Effektiveness,Affirmative action,Women’s representation
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BAB I                                                                                                     PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Dalam meningkatkan kualitas demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, keseimbangan peran gender diperlukan dalam proses pengambilan keputusan politik di lembaga legislatif. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang panduan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif menyebutkan bahwa jumlah keterwakilan perempuan minimal 30 (tiga puluh) persen di lembaga legislatif belum tercapai.(Berita Negara No 1482, 2013)
Keterwakilan politik (political representineness) bagi perempuan adalah suatu hal yang cukup penting, khususnya dalam pemilu. Keterwakilan perempuan adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar, karena laki-laki kurang bisa memahami kepentingan dan nilai-nilai yang dipercaya oleh perempuan. (Artina, 2008). 
Pentingnya keterwakilan perempuan pada lembaga legislatife terlihat dari adanya affirmative action. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang panduan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif. Tindakan khusus sementara (affirmative action) adalah kebijakan sementara yang dikhususkan untuk perempuan dalam usaha mencapai keadilan gender dan kesetaraan gender bidang politik. (Berita Negara No 1482, 2013). 
 Menurut Tom Campbell affirmative action diartikan sebagai kebijakan yang dikeluarkan untuk grup tertentu yang dinilai tidak memiliki representasi secara memadai pada posisi-posisi penting di masyarakat sebagai akibat sejarah diskriminasi. (Sayuti, 2008)
Terdapat tiga landasan dalam pemberlakuan affirmative action yaitu pertama dari faktor historis, bahwa pembicaraan tentang upaya peningkatan keterwakilan politik Perempuan sudah dilakukan semenjak dahulu bahkan disaat masih menjadi Negara jajahan Belanda. Landasan kedua adalah faktor filosofis yaitu terdapat dua hal penting yang harus dijadikan pertimbangan yaitu tujuan dibentuknya negara dan pemenuhan dari salah satu prinsip demokrasi. Landasan ketiga landasan konstitusional dan berdasarkan landasan hukum, sebagaimana yang diatur di dalam konsitusi dan UndangUndang Indonesia salah satunya di dalam pasal 28 H ayat 2 disebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan”. (Chairiyah, 2020) 
Kebijakan terkait affirmative action yang ditujukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan juga termuat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 245 yang memuat terkait syarat-syarat pengajuan bakal calon, ”Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. (Undang-Undang No 7, 2017)
Sebagai bentuk penguatan affirmative action yang diatur undang-undang dalam upaya untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan adalah zipper system. Zipper system adalah sistem yang mengatur bahwa dari tiga nama calon legislatif di daftar calon legislatif yang diajukan oleh partai politik, salah satunya harus perempuan (Permatasari et al., n.d.) Aturan terkait penerapan zipper system ini termuat dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 pada pasal 246 ayat (2) (Undang-Undang No 7, 2017)
Permasalahannya, peraturan perundang-undangan yang sudah mengakomodir terhadap gender kurang terimplementasi dalam praktik dan capaiannya masih bersifat kuantitatif dan belum berjalan maksimal. Sebagai contoh implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menentukan keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen dinilai berhasil menyerap kandidat perempuan di tingkat pencalonan, namun masih cenderung dipenuhi sebatas formalitas. Dalam beberapa kasus bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa partai politik (parpol) melakukan manipulasi proses rekrutmen politik. Akibatnya, kandidat-kandidat perempuan yang hanya dijadikan sebagai “pajangan kampanye” sebatas untuk memenuhi persyaratan administrasi parpol peserta pemilu. Kondisi tersebut terjadi karena beberapa kemungkinan, namun kemungkinan yang paling signifikan adalah adanya kooptasi kandidat perempuan petahana, oligarki perempuan dan kandidat perempuan yang mewakili oligarki. (Mastur & Listina, 2022)
Selama 3 periode pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019, jumlah laki-laki pada lembaga legislatif masih diatas jumlah perempuan. Bahkan angka kritis 30% untuk perempuan di lembaga legislatif pun tidak tercapai. Hadirnya kebijakan affirmative action yang awalnya diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan perempuan dalam politik, ternyata tidak terwujud. Kebijakan ini masih lemah dalam upaya mendukung peningkatan keterwakilan politik perempuan. Meskipun sudah ada penambahan peraturan atas kebijakan, tapi angka perempuan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kebijakan affirmative action membutuhkan perbaikan lebih bagus lagi sehingga hadirnya kebijakan itu tidak hanya sekedar tahapan simbolis saja tapi dapat menyentuh pada tahapan substansi. (Chairiyah, 2020)
Keterwakilan perempuan dalam komposisi pencalonan anggota legislatif terkadang dianggap sebagai penggugur kewajiban semata, supaya partai politik tersebut tidak terkena diskualifikasi dalam pencalonan anggota legislatif. Ada pula partai politik yang tidak mampu merekrut bakal calon dari unsur keterwakilan perempuan dalam satu daerah pilih sehingga harus menanggung konsekuensi tertentu dalam pemilu. Sikap ini jelas mengesampingkan pola pengkaderan berbasis pendidikan politik untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang mumpuni di bidang politik.  (Siswanto et al., 2022)
Adanya affirmative action yang ditetapkan pada undang-undang No 7 tahun 2017 yang mengharuskan partai politik untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan Perempuan(Undang-Undang No 7, 2017). Hal ini menjadikan partai politik melakukan berbagai macam cara untuk dapat melengkapi 30 persen tersebut.  Meskipun partai dapat memenuhi ketentuan tersebut, namun tampak seperti sekedar memenuhi syarat saja, sehingga calon yang didaftarkan terkesan asal perempuan, dan penempatan nomor urutnya ditempatkan pada nomor-nomor urut sepatu. Adanya hambatan-hambatan dalam pemenuhan kebijakan affirmative action juga mempengaruhi hasil dari kebijakan tersebut.
Dengan adanya undang-undang yang mengatur terkait affirmative action yang diharapkan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga legislative, untuk itu kebijakan affirmative action tersebut perlu ditinjau dari sisi efektivitas dalam menghasilkan keterwakilan perempuan dalam legislatif, yaitu dengan melihat sejauh mana kuota 30% dalam menjamin keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif terpenuhi.
Kata “efektif” berasal dari Bahasa Inggris yaitu effective yang memiliki arti berhasil atau sesuatu yang berhasil yang dilakukan dengan baik. Sehingga Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya. (Alwis, 2020)
Penerapan kebijakan kuota 30 persen keterwakilan Perempuan juga dilakukan pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2019 di Kabupaten Brebes, terdiri dari 6 dapil, yaitu :  Dapil Brebes 1 meliputi Kecamatan Brebes, Jatibarang, dan Songgom dengan alokasi kursi sebanyak 9 (sembilan); Dapil Brebes 2 meliputi Bumiayu, Sirampog, Tonjong, Paguyangan dengan alokasi kursi sebanyak 9 (Sembilan); Dapil Brebes 3 meliputi Salem, Bantarkawung, Larangan dengan alokasi kursi sebanyak 8 (delapan); Dapil Brebes 4 meliputi Ketanggungan, Banjarharjo dengan alokasi kursi sebanyak 7 (Tujuh); Dapil Brebes 5 meliputi Kersana, Tanjung, Losari dengan alokasi kursi sebanyak 8 (Delapan); Dapil 6 meliputi Bulakamba, Wanasari dengan alokasi kursi sebanyak 9 (Sembilan). Total terdapat 50 kursi yang disediakan untuk anggota DPRD Kabupaten Brebes. 
Dari 6 Dapil tersebut terdapat 14 parpol yang tersebar pada seluruh dapil, yang terdiri dari : Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (PGPI), Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB). Dari 6 dapil dan 14 parpol terdapat 490 Daftar Calon Tetap (DCT) yang terdiri 309 calon anggota laki-laki dan 181 calon anggota Perempuan.
Tabel 1. 1Perbandingan Caleg Perempuan dan Caleg Laki-Laki Pemilu Tahun 2019
	
No
	Partai
Politik
	Caleg
Laki-Laki
	% Caleg
Laki-Laki
	Caleg
Perempuan
	% Caleg
Perempuan
	
Total

	1
	PKB
	32
	64 %
	18
	36 %
	50

	2
	Gerindra
	32
	64 %
	18
	36 %
	50

	3
	PDIP
	32
	64 %
	18
	36 %
	50

	4
	Golkar
	29
	58 %
	21
	42 %
	50

	5
	Nasdem
	29
	62 %
	18
	38 %
	47

	6
	PGPI
	6
	50 %
	6
	50 %
	12

	7
	Berkarya
	12
	57 %
	9
	43 %
	21

	8
	PKS
	28
	62 %
	17
	38 %
	45

	9
	Perindo
	15
	60 %
	10
	40 %
	25

	10
	PPP
	28
	58 %
	20
	42 %
	48

	11
	PAN
	25
	61 %
	16
	39 %
	41

	12
	Hanura
	12
	60 %
	8
	40 %
	20

	13
	Demokrat
	17
	59 %
	12
	41 %
	29

	14
	PBB
	-
	0%
	2
	100%
	2

	TOTAL
	298
	61 %
	193
	39 %
	491


Sumber : DCT KPU Kabupaten Brebes 2019
Berdasarkan table I.1, daftar caleg DPRD Kabupaten Brebes tahun 2019 terdapat 491 yang terdiri dari 193 Caleg Perempuan dan 298 caleg laki-laki, dengan presentase caleg perempuan sebanyak 39% dan presentase caleg laki-laki sebanyak 61%. Presentase keterwakilan perempuan sudah terpenuhi oleh seluruh parpol.
Tabel 1. 2 Perbandingan Caleg Perempuan dan Caleg Laki-Laki Pemilu Tahun 2014
	
No
	Partai
 Politik
	Caleg
Laki-Laki
	% Caleg
Laki-Laki
	Caleg
Perempuan
	% Caleg
Perempuan
	
Total

	1
	Nasdem
	31
	65 %
	17
	35 %
	48

	2
	PKB
	32
	65 %
	17
	35 %
	49

	3
	PKS
	31
	63 %
	18
	      37 %
	49

	4
	PDIP
	34
	68 %
	16
	32 %
	50

	5
	Golkar
	32
	65 %
	17
	35 %
	49

	6
	Gerindra
	33
	66 %
	17
	34 %
	50

	7
	Demokrat
	25
	61 %
	16
	39 %
	41

	8
	PAN
	30
	64 %
	17
	36 %
	47

	9
	PPP
	33
	66 %
	17
	34 %
	50

	10
	Hanura
	28
	62 %
	17
	38 %
	45

	11
	PBB
	2
	50 %
	2
	50 %
	4

	12
	PKPI
	2
	67 %
	1
	33 %
	3

	TOTAL
	313
	65 %
	172
	35 %
	485


Sumber : DCT KPU Kabupaten Brebes 2014
Sedangkan pada tabel I.2, daftar caleg DPRD kabupaten Brebes tahun 2014 dengan jumlah 485 yang terdiri dari 172 caleg Perempuan dan 313 caleg laki-laki, dengan presentase caleg perempuan sebanyak 35% dan presentase caleg laki-laki sebanyak 65%, presentase keterwakilan perempuan pada seluruh parpol telah melampaui angka 30%. 

Gambar 1. 1 Persentase Perolehan Kursi 

Dapat dibandingkan bahwa terjadi kenaikan jumlah caleg Perempuan sebanyak 17 orang dari pemilu tahun 2014 yang memiliki jumlah 172 caleg Perempuan, menjadi 193 caleg perempuan pada pemilu tahun 2019, dari segi presentase pun menunjukan adanya kenaikan dari pemilu 2014 menuju pemilu 2019 yaitu sebanyak 4% dari 35% menjadi 39%. Namun untuk hasil perolehan kursi yang didapatkan caleg perempuan tetap sama yaitu 8 kursi dari 50 kursi yang disediakan, sehingga persentase perolehan kursi caleg perempuan hanya sebesar 16% dan presentase perolehan kursi caleg laki-laki sebesar 84%, walaupun terdapat kenaikan jumlah caleg perempuan namun berdasarkan hasil perolehan suara caleg perempuan hanya mampu mendapatkan 8 kursi.




Tabel 1. 3 Perbandingan Caleg Perempuan pada Pemilu Tahun 2014 dan 2019
	No
	Partai Politik
	Caleg Perempuan tahun 2014
	% Caleg Perempuan 2014
	Caleg Perempuan 2019
	% Caleg Perempuan 2019
	Keterangan

	1
	PKB
	17
	35%
	18
	36%
	Naik

	2
	Gerindra
	17
	34%
	18
	36%
	Naik

	3
	PDIP
	16
	32%
	18
	36%
	Naik

	4
	Golkar
	17
	35%
	21
	42%
	Naik

	5
	Nasdem
	17
	35%
	18
	38%
	Naik

	6
	PGPI
	-
	-
	6
	50%
	-

	7
	Berkarya
	-
	-
	9
	43%
	-

	8
	PKS
	18
	37%
	17
	38%
	Naik

	9
	Perindo
	-
	-
	10
	40%
	-

	10
	PPP
	17
	34%
	20
	42%
	Naik

	11
	PAN
	17
	36%
	16
	39%
	Naik

	12
	Hanura
	17
	38%
	8
	40%
	Naik

	13
	Demokrat
	16
	39%
	12
	41%
	Naik

	14
	PBB
	1
	33%
	2
	100%
	Naik


Sumber: DCT KPU Tahun 2014 dan 2019
Pada tabel I.3 dapat dilihat bahwa pemenuhan affirmative action mengalami kenaikan diseluruh partai, namun dalam menghasilkan keterwakilan perempuan di DPRD belum mengalami perubahan.
Jumlah perolehan kursi yang didapat oleh caleg Perempuan pada pemilu tahun 2014 dan 2019 juga tidak memiliki perubahan, yaitu hanya mendapat 8 kursi dari 50 kursi yang disediakan. Melihat sedikitnya perolehan kursi yang didapatkan caleg Perempuan pada pemilu 2019 di Brebes menjadikan tanda tanya, apakah penerapan affirmative action pada undang-undang pemilu di Indonesia sudah efektif dalam meningkatkan keterwakilan Perempuan? 
Melihat rendahnya perolehan kursi dalam pemilu anggota legislatif di Kabupaten Brebes, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apakah affirmative action 30 persen keterwakilan Perempuan dalam pemilu sudah efektif dalam meningkatkan keterwakilan Perempuan pada lembaga legislative.














I.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana Efektivitas affirmative action dalam meningkatkan keterwakilan Perempuan pada pemilihan umum DPRD tahun 2019 di Kabupaten Brebes?
2. Apa saja hambatan dalam pencapaian affirmative action dan keterwakilan Perempuan pada pemilihan umum DPRD tahun 2019 di Kabupaten Brebes?
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
I.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian diatas, tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu :
1. Ingin mendeskripsikan terkait efektivitas affirmative action dalam menjamin keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Brebes.
2. Ingin mendekripsikan bagaimana hambatan dalam menjamin affirmative action dan keterwakilan Perempuan pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Brebes.



I.3.2 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebuah refrensi terkait affirmative action pada pemilu.
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memenuhi syarat agar mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Pancasakti Tegal dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan khususnya terkait affirmative action dalam pemilu.
b. Bagi Instansi
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta bahan evaluasi untuk mencapai tujuan affirmative action dan meningkatkan keterwakilan Perempuan pada Lembaga legislative di Kabupaten Brebes.
c. Bagi Masyarakat
2

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Masyarakat terkait pentingnya keterwakilan Perempuan dalam Lembaga legislative serta dapat meningkatkan partisipasi Perempuan dalam pencalonan anggota legislative.



BAB II                                                                                                                  TINJAUAN PUSTAKA
II.1 Kerangka Teori
II.1.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan penulis bahan perbandingan dan pedoman pelaksanaan penelitian sehingga penulis dapat memperdalam teori yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian lain yang mempunyai judul serupa dengan penulis, namun penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi yang dapat memperdalam penelitian penulis. Penulis penelitian menjelaskan apa yang telah dilakukan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini dengan cara ini.
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No
	NAMA PENELITIAN & JUDUL PENELITIAN
	HASIL PENELITIAN
	METODE

	1
	Mastur, Ristina Yudhanti “Perlindungan Hukum Melalui Affirmative Action Pada Pemilihan Legislatif 2019 Di Cilacap”
	Penelitian ini membahas mengenai kebijakan affirmative action pada pemilihan legislative 2019 di Cilacap. Peneliti membahas terkait kebiajakan affirmative action dan keterwakilan Perempuan pada pemilihan legislative di Cilacap. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa kebijakan affirmative action pada pemilihan legislative 2019 di Cilacap dinilai belum sepenuhnya akomodif, pada pemilihan tersebut hanya ada tiga Perempuan yang memenangkan konstestasi, dan ketiganya merupakan caleg pertahana dengan nomor urut satu dan figurnya yang cukup berpengaruh di Cilacap. Untuk itu mustahil ditemukanya caleg Perempuan pendatang baru.
	Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan pada tahun 2019. Dalam pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu dengan menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan yuridis empiris yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik dilapangan.

	2
	Ali Sisawanto, Anggit Wicaksono, Lidya Christina Wardhani “Pengajuan Bakal Calon Perempuan Untuk Memenuhi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kudus”
	Penelitian ini membahas terkait keterwakilan Perempuan dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kudus pada pemilu 2019 yang dilakukan partai politik, serta unntuk mengetahui sebab ketidakmampuan parpol dalam memenuhi kuota keterwakilan Perempuan. Hasil dari penelitian ini yaitu kendala parpol dalam memenuhi kuota keterwakilan Perempuan di Kabupaten Kudus dikarenakan kurangnya edukasi dan pengkaderan sejak awal. Kesulitan dan kendala pemenuhan kuota keterwakilan Perempuan serta adanya kewajiban terkait zipper system menjadikan kader yang direkrut dan diajukan oleh parpol dalam pencalonan terkesan asal-asalan dan tidak berkualitas.
	Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum yakni dengan melihat, menganalisa perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan keterwakilan Perempuan, dengan melihat aspek hukum dan dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

	3
	Sri Zul Chairiyah 
“Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatra Barat (studi komperatif kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014)”
	Penelitian ini membahas terkait perkembangan keterwakilan politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatra yang hasilnya menunjukan bahwa perkembangan keterwaklan politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat belum mampu menunjukan hal yang positif. Perempuan terpilih pada Lembaga legislative belum bisa mencapai angka minimal 30%. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor yaitu pendanaan (uang), budaya patriarki, stereotype, gender, dan lemahnya modal pengalaman organisasi bermasyarakat para perempuan calon legislative. Kebijakan affirmative action perlu melalui perbaikan untuk Perempuan calon itu sendiri serta pola piker Masyarakat sebagai pemilih.
	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik komparatif, dengan konsep dan teori affirmatife action, teori keterwakilan politik Perempuan, dan konsep bias gender.

	4
	Choirunnisa Marzoeki “ Sekedar Melengkapi Atau Memenuhi Syarat Demokrasi? Membaca Tingkat Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kota Bekasi
	Pada penelitian ini membahas terkait tingkat partisipasi Perempuan dalam pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu, hasil dari penelitian ini yaitu tingkat perolehan kursi di Kota Bekasi hanya mencapai 16% pada pemilu 2014 dan 2019, keterwakilan pada Lembaga penyelenggara pemilu pun belum melampaui angka 30%. Bila dilihat dari angka partisipasi pemilih, Perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, namun angka keterpilihannya justru masih didominasi oleh laki-laki.
	Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, dengan data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber pada literatur dan buku-buku perpustakaan atau data-data yang diperoleh dari Perusahaan yang berkaitan dengan partisipasi Perempuan dalam pemilu, metode ini digunakan untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi Perempuan dalam pemilu 2019 di Kota Bekasi

	5
	Sirajuddin, Adiloka Sudjono “ Implementasi Affirmative Action Kuota Perempuan Dalam Partai Politik Dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (Studi di Wilayah Kota Malang)” 
	Penelitian ini membahas terkait implementasi kuota Perempuan dalam partai politik dan Lembaga perwakilan rakyat daerah di kota malang, dengan hasil penelitian yaitu terkait upaya affirmative action kuota perempuan 30% yang tidak tercapai karena presentase keterpilihan Perempuan hanya 24%. Faktor-faktor yang menjadi sebab kurang optimalnya pelaksanaan affirmative action dalam Lembaga perwakilan rakyat daerah kota malang yaitu : 1. Konteks politik yang didominasi oleh kaum laki-laki sehingga kepentingan politik Perempuan kurang terakomodasi. 2. Konteks sosial yang didominasi kaum laki-laki sehingga menghasilkan praktek-praktek maskulin. 3. Konteks budaya yang didominasi tradisi patriarkal yang menghasilkan kontruksi sosial tentang pembagian kerja laki-laki dan Perempuan. Selain faktor-faktor diatas terdapat juga faktor yang dituding sebagai gagalnya implementasi yaitu putusan MK yang mengsyaratkan penentuan calon anggota legislative berdasarkan suara terbanyak, tidak berdasarkan nomor urut calon. Strategi yang dilakukan untuk implementasi affirmative action dikota malang yaitru dengan melakukan Pendidikan politik bagi Perempuan pemilih dan strategi berupa advokasi kebijakan agar lebih memihak kepada aspirasi dan kepentingan Perempuan.
	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (socio legal research) penelitian ini lebih mengarah pada analisis kualitatif dengan penggalian data dan informasi yang dilakukan menggunakan studi kasus.

	6
	Ane Permatasari, Achmad Nurmandi “Efektivitas Pencapaian Affirmative Action Kuota 30% 
Perempuan Oleh Partai Politik Di Diy Pada Pemilu 2014”

	Berkaitan dengan upaya partai politik untuk mendukung keterpilihan caleg perempuan di DPRD DIY pada Pemilu 2014 belum menunjukkan kesungguhan yang optimal,  hanya bersifat administratif karena tidak memenuhi unsur substantif dari regulasi tersebut. Zipper system, tidak terlaksana secara substansial. Caleg perempuan lebih banyak ditempatkan pada urutan akhir kelipatan tiga dan bukan sebaliknya. Sementara penempatan caleg perempuan pada dapil strategis juga belum dilaksanakan oleh partai politik. Hal ini karena adanya konflik kepentingan antara caleg perempuan dengan pengurus parpol yang sebagian besar laki-laki dan juga mencalonkan diri. 

	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif  fenomenologis. Dikatakan demikian karena pendekatan kualitatif induktif, dan meaning (pemaknaan) tiap even adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif. 




Penelitian tentang affirmative action terhadap keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Brebes memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitiannya yang lebih mengarah pada keberhasilan kebijakaan affirmative action. Sedangkan persamaannya terletak pada implementasi kebijakan affirmative action dalam pemilihan umum.
II.1.1 Efektivitas
1. Pengertian Efektivitas
Efektif berasal dari Bahasa inggris yaitu effective yang memiliki arti berhasil atau sesuatu yang berhasil yang dilakukan dengan baik. Sehingga Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. (Alwis, 2020)
Menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya yang berjudul organisasi, kepemimpinan, dan perilaku organisasi, pengertian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegatan yang dijelaskannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendkati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.(Amelia, 2015)
Handoko mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fauziah, 2023). Efektivitas dinilai sebagai kemampuan dalam memilih tujuan.
Menurut Chester I.Barnard definisi efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha Bersama. Tingkat pencapaian sasaran menunjukan tingkat efektivitas.(Amelia, 2015)
Dalam teorinya Pasolog (2007) menyebutkan bahwa efektivitas berasal dari “efek” dan digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas berarti mampu mencapai tujuan sesuai yang sebelumnya direncanakan, yaitu mampu mencapai tujuan sesuatu proses kegiatan.(Fauziah, 2023)
Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983, dalam Setiawan,1998).
2. Jenis-Jenis Efektivitas
J.Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) antara lain:
1. Efektivitas Individu
Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawam atau anggota dari organisasi.
1. Efektivitas Kelompok
Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya
1. Efektivitas Organisasi
Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalu pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. (Amelia, 2015)
3. Kriteria Efektivitas
Mengukur efektivitas suatu program bukanlah hal yang mudah, karena dalam pelaksanaan suatu program yang ditujukan untuk masyarakat memiliki cangkupan yang luas. (Budiani, 2007:53, dalam Amelia, 2015) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :
1. Ketepatan sasaran program
Yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
1. Sosialisasi program
Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
1. Pencapaian Tujuan program
Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
1. Pemantuan program
Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.
II.1.2 Affirmative Action

Ada beberapa definisi untuk istilah affirmative action. Affirmative action menurut Clayton diartikan sebagai langkah untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan kesempatan yang lebih bersifat substantive dan bukannya formalitas, bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau suku minoritas, yang kurang terwakili pada posisi-posisi yang menentukan di masyarakat, dengan secara eksplisit mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin atau kesukuan yang selama ini menjadi dasar terjadinya diskriminasi (Crosby et al., 2003). 
Adapun Lincoln (1980) mengatakan bahwa : “Affirmative action is an instrument of justice, “a copmpensation by white America” for past discrimination against Blacks”. Artinya bahwa tindakan affirmative adalah instrument keadilan, “kompensasi oleh orang Amerika” atas diskriminasi di masa lalu terhadap orang kulit hitam. 
Menurut Elizabeth S. Anderson, mendefiniskan Affirmative Action lebih luas termasuk semua kebijakan yang mempunyai tujuan (a) mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan/ atau; (b) mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi,dan pluralisme; (c) mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dsb). (Sayuti, 2008).
Dalam Berita negara, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang panduan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif. Tindakan khusus sementara (affirmative action) adalah kebijakan sementara yang dikhususkan untuk perempuan dalam usaha mencapai keadilan gender dan kesetaraan gender bidang politik.(Berita Negara No 1482, 2013)
Menurut Tove Stang Dahl, affirmative action adalah sebuah gerakan diskriminasi positif yang memberikan keistimewaan pada salah satu golongan/kelompok/gender yang biasanya mendapat perlakuan diskriminasi. (Putri et al., n.d.)
Tom Campbell menyataan affirmative action sebagai kebijakan yang dikeluarkan untuk grup tertentu yang dinilai tidak memiliki represntasi secara memadai pada posisi-posisi penting di Masyarakat sebagai akibat sejarah diskriminasi. (Sayuti, 2008)
Affirmatife action menurut Clayton diartikan sebagai langkah untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan kesempatan yang lebih bersifat substantive dan bukannya formalitas, bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau suku minoritas, yang kurang terwakili pada posisi-posisi yang menentukan di masyarakat, dengan secara eksplisit mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin atau kesukuan yang selama ini menjadi dasar terjadinya diskriminasi.(Permatasari et al., n.d.)
Menurut Drude Dahlerup metode affirmative action dapat dilakukan secara beragam. Dua di antaranya yang paling utama adalah kuota yang ditetapkan melalui konstitusi atau peraturan perundang-undangan, dan kuota melalui partai politik (Karam, 2005). Berdasarkan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa affirmative action yaitu suatu hukum atau kebijakan yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada parlemen.
Dalam pemberlakuan affirmative action terdapat tiga landasan, landasan yang pertama yaitu dari faktor historis, bahwa pembicaraan tentang upaya peningkatan keterwakilan politik Perempuan sudah dilakukan semenjak menjadi negara jajahan Belanda. Landasan yang kedua faktor filosofis yaitu terdapat dua hal penting yang harus dijadikan pertimbangan yaitu tujuan dibentuknya negara dan pemenuhan dari salah satu prinsip demokrasi. Landasan ketiga yaitu landasan konstitusional dan berdasarkan landasan hukum.(Chairiyah, 2020)
Terkait affirmative action dalam menjamin representasi perempuan, terdapat berbagai tipe dan varian sebagaimana disampaikan oleh Mona Lena Krook (2009) dalam (Gray, 2010) yaitu: tipe pertama, party quota yang memberi akses kepada partai politik untuk melakukan pencalonan perempuan dalam persentase tertentu di dalam daftar kandidatnya. Tipe kedua adalah legislative quota, yang agak mirip dengan party quota yakni memberikan akses dalam pencalonan bagi perempuan dalam persentase tertentu. Hanya saja, hal itu dimandatkan untuk seluruh partai politik yang berkontestasi melalui regulasi yang mengikat. Sementara tipe ketiga yakni reserved seats, yang agak berbeda dengan dua yang disebutkan sebelumnya, yaitu suatu bentuk jaminan memperoleh kursi di parlemen dalam jumlah atau persentase tertentu bagi perempuan melalui regulasi pemilu (Gray, 2010).
Sebagai bentuk penguatan affirmative action yang diatur undang-undang dalam upaya untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan adalah zipper system. Zipper system adalah sistem yang mengatur bahwa dari tiga nama calon legislatif di daftar calon legislatif yang diajukan oleh partai politik, salah satunya harus perempuan (Permatasari et al., n.d.)
Zipper system atau sistem ritsleting adalah metode penyusunan daftar calon dari partai politik untuk duduk di parlemen dalam sistem pemilu proporsional. Partai politik menyusun daftar calon dengan urutan bergantian gender, biasanya laki-laki dan perempuan, untuk lebih memungkinkan keterpilihan yang setara dan proporsional secara gender dalam parlemen (Freidenvall, 2013, 1-2 dalam Nuraeni Putri et al., 2020)
Aturan terkait penerapan zipper system ini termuat dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 pada pasal 246 ayat (2) yang isinya, Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.(Undang-Undang No 7, 2017)
II.1.3 Keterwakilan Perempuan
Keterwakilan secara umum diartikan sebagai keterwakilan suatu pihak terhadap pihak lain. Yang artinya dalam konsep keterwakilan terdapat setidaknya dua actor utama yakni representative dan represented. Dalam kaitan dengan keterwakilan politik atau yang terkait dengan pemilihan umum, Enrique Perruzotti dari Tella University mengatakan bahwa Reprenstatif (wakil) adalah “... is someone who has been authorized to act with relative independence of the electorat” yang artinya seseorang yang memperoleh otoritas untuk bertindak dengan kebebasan relatif dari para pemilihnya.
Hanna Pitkin dalam (Aziz & Hidayat, 2016) yang menyatakan terdapat empat pandangan yang berbeda terkait keterwakilan, yaitu : 1. Keterwakilan formal, merupakan keterwakilan yang terbentuk sebagai hasil pengaturan institusional yang dilakukan sebelum keterwakilan ada. 2. Keterwakilan deskriptif merupakan sebuah bentuk keterwakilan yang berdasarkan pada persamaan atau kemiripan antara wakil dan yang diwakili (konstituen atau pemilih). 3. Keterwakilan Substantif merupakan konsep keterwakilan yang menunjukan bahwa kegiatan atau Tindakan yang dilakukan oleh seorang wakil adalah untuk kepentingan yang diwakilinya. 4. Keterwakilan simbolik merupakan konsep keterwakilan yang menunjukan cara seorang wakil membela yang diwakilinya.
(Dahlerup 2005 dalam Rahmatunnisa, 2016) menjelaskan beberapa alasan kontemporer mengapa keter-wakilan perempuan itu sangat penting: pertama – the justice argument – karena setengah penduduk dunia adalah perempuan, karenanya berhak untuk menguasai setengah jumlah kursi yang tersedia di institusi politik; kedua – the experience argument – perempuan memiliki pengalaman yang berbeda (yang dikonstruksi secara biologis maupun social) yang harus terwakili; ketiga – the interest group argument – perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang sebagian memang bertentangan dan karenanya laki-laki tidak dapat mewakili perempuan; keempat, terkait dengan pentingnya politisi perempuan yang akan menjadi panutan (role models) bagi perempuan lainnya untuk aktif di ranah politik.
II.1.4 Pemilihan Umum Anggota DPRD

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
	Pemilihan Umum adalah salah satu sarana pergantian kepemimpinan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang demokratis. Dikatakan demokratis karena rakyat dapat memilih wakil mereka diparlemen, dan memilih presiden dan wakil presiden. (Djuyandi, 2018)
Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam (Aziz & Hidayat, 2016) Pemilihan umum adalah suatu cara ntuk memilih wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu, bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Terdapat 4 macam tujuan pemilu yaitu : (Aziz & Hidayat, 2016)
1. Sarana perwujudan kedaulatan
2. Sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi
3. Sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik
4. Sarana untuk melakukan penggantianpemimpin secara konstitusional.





II.2 Definisi Konsep
		Definisi konsep ialah teori yang digunakan peneliti yang sesuai dengan kriteria obyek peneliti. Maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Efektivitas
Efektivitas yaitu kemampuan mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Affirmative action
Affirmative action adalah kebijakan sementara yang dikhususkan untuk perempuan dalam usaha mencapai keadilan gender dan kesetaraan gender bidang politik.
3. Keterwakilan 
Keterwakilan adalah seseorang yang memperoleh otoritas untuk bertindak dengan kebebasan relatif dari para pemilihnya.
4. Pemilihan Umum Anggota DPRD
Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden




II.3 Pokok-Pokok Penelitian
Pokok penelitian yaitu lingkup penelitian yang berguna dalam menjadi pedoman bagi peneliti dalam menjabarkan variabel penelitiannya melalui sejumlah indikator pengukuran. 
Untuk melihat keefektivan affirmative action dalam menjamin keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2019 dapat dilihat dari teori efektivitas dengan indikator sebagai berikut:
1. Sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Pencapaian tujuan program
4. Pemantauan program










II.4 Alur Pikir



Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum




5. Sasaran program
6. Sosialisasi program
7. Pencapaian tujuan program
8. Pemantauan program
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Keterwakilan Perempuan


Gambar 2. 1 Alur Pikir



BAB III                                                                                                                    METODE PENELITIAN
III.1 Jenis dan Tipe Penelitian
	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penelitian. Penelitian kualitatif dipahami sebagai metode untuk mengeksplorasi, memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusian, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Menurut Zuchri Abdussamad dalam buku metode penelitian kualitatif (Abdussamad, 2021) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Metode penelitian kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Sehingga penelitian kualiatif dipahami sebagai penelitian yang berupa penjelasan dengan menggunakan uraian kata dan tidak disertai dengan perhitungan angka.



III.2 Lokus Penelitian
		Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Alasan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Brebes yaitu dikarenakan Kabupaten Brebes memiliki peningkatan keterwakilan perempuan dalam pencalonan bacaleg, namun sejak pemilu 2014 tidak ada peningkatan keterwakilan perempuan pada anggota DPRD Kabupaten Brebes yang sampai saat ini belum memenuhi angka minimal 30 persen keterwakilan perempuan.
III.3 Jenis dan sumber Data
		Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Data diartikan sebagai kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian. Peneliti akan menggunakan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.
a. Data Primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian. Data primer dapat diperoleh dengan cara observasi atau pengamatan langsung, dan hasil wawancara.
b. Data Sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung melalui dokumen dari lembaga atau instansi tertentu, laporan, maupun surat kabar yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang bersumber dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.


III.4 Informan Penelitian
		Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2010). Dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sample dengan pertimbangan tertentu ( Sugiyono, 20009:85 dalam Amelia, 2015) 
Tabel 3. 1 Informan Penelitian
	No
	Nama
	Jabatan
	Jumlah

	1
	Manja Lestari Damanik
	Ketua KPU Kabupaten Brebes
	1

	2
	Aniq Kanafillah Aziz
	Komisioner KPU Kabupaten Brebes
	

	3
	Rifan Azzam Amrullah
	Anggota BAWASLU Kabupaten Brebes
	1

	4
	Khairiroh
	Anggota DPRD Kabupaten Brebes periode 2019 - 2024
	1

	5
	Retno Widiyanti
	Caleg PDIP
	1

	6
	Ida Irfa
	Caleg Golkar
	1

	7
	Nur Wahidah
	Ketua Fatayat NU Kabupaten Brebes
	1

	8
	Chunaesih
	Ketua Aisyiyah Kabupaten Brebes
	1

	Jumlah
	8







III.5 Teknik Pengumpulan Data
	Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
a. Wawancara
Wawancara dapat diartikan sebagai proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan riset yang akan diteliti.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode dalam mencari data yang diperoleh dari catatan, buku, transkip, surat kabar, majalah, serta foto-foto yang digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi.
III.6 Teknik Analisis Data
	Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.
	Menurut Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2009) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaanyaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :
1. Reduksi Data
Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan penngumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian Data
Penyajian data merupakan kegiatan dengan menyusun pola hubungan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya.penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
3. Menarik Kesimpulan
Penarikan kesimpulan yaitu  kesimpulan awal yan bersifat sementara dengan didukung temuan bukti-bukti yang kuat pada pengumpulan data agar Kesimpulan yang ditemukan adalah Kesimpulan yang kredibel.
III.7 Sistematika Penulisan
		Sistematika penulisan ditujukan agar skma penulisan dapat diketahui secara jelas dengan penambahan penjelasan singkat. Sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut :
BAB I: Pendahuluan
Berisikan penjelasan tekait fenomena atau permasalahan yang menjadi dasar penelitian yang terdiri Latar Belakang, Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.
BAB II: Tinjauan Pustaka
Berisikan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melakukan pendalaman penelitian, Kerangka Teori, Definisi Konsep, Pokok-Pokok Penelitian, dan Alur Pikir.
BAB III: Metode Penelitian
Berisikan Jenis dan tipe penelitian yang digunakan, pada penulisan ini yaitu penelitian kualitatif, Jenis dan Sumber Data yaitu data primer dan data sekunder, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data yaitu wawancara, Observasi, dan Dokumentasi, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.
BAB IV: Deskripsi Wilayah Penelitian
Berisikan terkait demografi wilayah penelitian yang sesuai dengan lokus penelitian. 
BAB V: Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berisikan terkait hasil-hasil yang diperoleh peneliti pada saat penelitian yang disesuaikan dengan instrument penelitian. Serta pembahasan terkait hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan alat analisis dan metode penelitian yang ditentukan.
BAB VI: Penutup
Berisikan pembahasan hasil penelitian yang membahas tentang ketercapaian tujuan penelitian, kesimpulan, dan saran.
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BAB IV                                                                                                            DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN
IV.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian
IV.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Brebes
Kabupaten Brebes merupakan salah satu dari 35 daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Brebes terletak antara 6º 44’ – 7º 21’ Lintang Selatan dan antara 108º 41’ – 109º 11’ Bujur Timur. Luas wilayah administrasi tercatat sebesar 166.296 Ha, dengan luas wilayah yang terbesar adalah Kecamatan Bantarkawung, yaitu seluas 20.500 Ha atau 17,65 % dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kersana, luas wilayahnya sebesar 2.523 Ha atau 2,17 % dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Secara administrasi, Kabupaten Brebes terbagi dalam terbagi ke dalam 17 Kecamatan yang terdiri dari 292 desa dan 5 kelurahan, 1.132 Dusun, 1.608 Rukun Warga (RW)/ Lingkungan dan 8.274 Rukun Tetangga (RT). (Pemkab Brebes, 2023)
Kabupaten Brebes merupakan kabupaten yang paling padat di Provinsi Jawa Tengah. Dengan jumlah penduduk 2.010.617 jiwa, penduduk laki-laki sebesar 1.019.123 jiwa atau 51% dan penduduk perempuan sebesar 991.494 jiwa atau 49%. Beberapa kecamatan di kabupaten Brebes memiliki topografi yang sama, yaitu 5 kecamatan berupa daerah pesisir / pantai, 9 kecamatan dataran rendah, dan 3 kecamatan dataran tinggi atau pegunungan. Terdapat beberapa tipe kelerengan lahan di wilayah kabupaten Brebes, yaitu wilayah datar (0 – 2% ) seluas 71,512,04 ha (hektar), wilayah bergelombang ( 2- 15% ) seluas 30, 641 ha, wilayah curam ( 15- 40% ) seluas 38, 422 ha, dan wilayah sangat curam ( > 40% ) seluas 25, 542 ha. (Pemkab Brebes, 2023)
IV.1.2 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes
KPU Kabupaten Brebes adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 9 Pasarbatang - Kabupaten Brebes. Anggota KPU Kabupaten Brebes berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. (Kpu Kab Brebes, 2024)
Dalam penyelenggaraan pemilu, KPU Kabupaten Brebes di antaranya bertugas menjabarkan program dan melaksanakan anggaran. KPU Kabupaten Brebes juga bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Brebes sesuai peraturan perundang-undangan serta mensoalisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas wewenang KPU Kabupaten Brebes kepada masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya, Komisioner KPU Kabupaten Brebes dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris dengan 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian, dan para Staf (ASN dan PPNPN).
Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Brebes dalam penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut:
A. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Brebes dalam Penyelenggaraan Pemilu
1. KPU Kabupaten Brebes bertugas:
· menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
· melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Brebes berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
· mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
· menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
· memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
· melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Brebes yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
· membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Brebes, dan KPU Provinsi;
· mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Brebes terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Brebes yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
· menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Brebes
· menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Brebes kepada masyarakat;
· melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
· melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. (Kpu Kab Brebes, 2024)
2. KPU Kabupaten Brebes berwenang:
· menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten Brebes;
· membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
· menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Brebes berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
· menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Brebes untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Brebes dan mengumumkannya;
· menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten Brebes, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
· melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. (Kpu Kab Brebes, 2024)
   3.   KPU Kabupaten Brebes wajib:
· melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
· memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
· menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
· melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
· menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
· mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Brebes dan lembaga kearsipan Kabupaten Brebes berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
· mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Brebes berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
· menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
· membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Brebes dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Brebes;
· melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Brebes;
· menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Brebes kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Brebes;
· melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
· melaksanakan putusan DKPP;
· menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
· melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. (Kpu Kab Brebes, 2024)
B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Brebes dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten
Berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Brebes dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten sebagai berikut:
1. KPU Kabupaten Brebes bertugas dan berwenang:
· merencanakan program dan anggaran;
· merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Wali Kabupaten dan    Wakil Wali Kabupaten;
· menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Brebes, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
· menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
· membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten dalam wilayah kerjanya;
· mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
· menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten;
· memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
· Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
· Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
· Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
· menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
· menetapkan Calon Wali Kabupaten dan Wali Kabupaten yang telah memenuhi persyaratan;
· menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Brebes;
· membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Brebes, dan KPU Provinsi;
· menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Brebes untuk mengesahkan hasil Pemilihan Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten dan mengumumkannya;
· mengumumkan Calon Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
· melaporkan hasil Pemilihan WaliKabupaten kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
· menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Brebes atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
· mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Brebes, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Brebes yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Brebes dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
· melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Brebes kepada masyarakat;
· melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
· melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten;
· menyampaikan hasil Pemilihan Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Brebes; dan
· melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.(Kpu Kab Brebes, 2024)
2. KPU Kabupaten Brebes wajib:
· melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten dengan tepat waktu;
· memperlakukan peserta Pemilihan Calon Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten secara adil dan setara;
· menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten kepada masyarakat;
· melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
· menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
· mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
· mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Brebes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
· menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan WaliKabupaten kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi
· membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Brebes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
· menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS di Kabupaten Brebes kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Brebes;
· melaksanakan Keputusan DKPP; dan
· melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan. (Kpu Kab Brebes, 2024)






IV.1.3 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Brebes
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Brebes
[image: ]
Sumber: KPU Kabupaten Brebes 2024
	Struktur organisasi KPU Kabupaten Brebes terdiri dari 5 komisioner yang diketuai oleh Manja Lestari Damanik, serta satu sekretaris, 4 kepala bagian, dan 22 orang sebagai pelaksana. Semuanya bekerjasama dalam menjalankan tugas dan kewajiban KPU.




IV.1.4 Visi dan Misi KPU Kabpaten Brebes 
· VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
Visi KPU menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dam Kegiatan yang diselesikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas”.(Kpu Kab Brebes, 2024)
Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarkri berada di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berkewajiban mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum; (Kpu Kab Brebes, 2024)

· MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan; (Kpu Kab Brebes, 2024)



Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:
1. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan. (Kpu Kab Brebes, 2024)

IV.1.5 Sejarah Keterwakilan Perempuan di Kabupaten Brebes
Politik perempuan di Kabupaten Brebes terbilang masih sedikit, bila dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang ditulis oleh BPS Kabupaten Brebes, keterlibatan perempuan pada parlemen di Kabupaten Brebes masih diangka 16% dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Dilihat dari data tersebut, selama 4 tahun belum ada peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen.(BPS, 2023)
Di Kabupaten Brebes sendiri keterwakilan perempuan di DPRD masih di dominasi parpol besar dengan jumlah yang masih sedikit, pada tahun 2009 jumlah keterwakilan perempuan hanya mencapai 5 orang perempuan, dilanjutkan pada tahun 2014 megalami kenaikan menjadi 8 orang, dan pada tahun 2019 masih sama yaitu 8 orang, Sebagian dari anggota tersebut masih diisi dengan orang yang sama yang melakukan pencalonan dari tahun 2009, 2014, hingga 2019.
[bookmark: _GoBack]Sedangkan untuk ketua parpol perempuan pertama kali yaitu Opy ropiyah anggota DPRD 2019 yang menjabat sebagai ketua parpol Demokrat, hal tersebut belum pernah terjadi karena sebagian besar parpol di Kabupaten Brebes dipimpin oleh laki-laki.(Heriyanto, 2022)
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